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PENETAPAN
Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Tim

i

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara pihak-
pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada,
bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat.
Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

— Pengadilan Agama tersebut.
— Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

— Telah mendengar keterangan Penggugat.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta
dengan Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.TIm, mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari
Senin tanggal 30 Juni 2008 M., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Boalemo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak
laki-laki bernama ANAK PGTG, lahir tanggal 29 Oktober 2010, sekarang
anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi
disebabkan perilaku Tergugat yang terlalu sering memukul Penggugat
setiap kali terjadi permasalahan di rumah tangga;

5. Bahwa dengan perilaku Tergugat yang demikian, pihak aparat Desa pun
sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada Tergugat, akan tetapi

sifat Tergugat yang demikian tidak pernah berubah;
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6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Penggugat
minta kepada Tergugat untuk pulang ke Kalimantan melihat saudara
Penggugat yang akan menikah. Bukannya memberi izin, Tergugat malah
balik marah dan memukul Penggugat serta mengusir Penggugat dari
rumah;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah Kepala
Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari. Penggugat dan Tergugat juga
sejak saat itu sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah satu minggu
lamanya;

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang
demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih
perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
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SUBSIDER :
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak
hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Tilamuta tertanggal 23 Oktober 2014 dan 6 Nopember 2014 yang
dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya

itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun
dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil,
selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara di

depan Majelis Hakim secara lisan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil, sehingga
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pada hari itu juga Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan

perkara di depan Majelis Hakim secara lisan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat
sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari

Tergugat sesuai maksud ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
pencabutan perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat dipandang telah
beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut, harus dinyatakan
telah selesai karena dicabut dan Majelis Hakim memandang perlu untuk

menuangkan dalam suatu penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 102/Pdt.G/2014/PA.TIm selesai karena

dicabut.
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus

enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami
INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, KARTININGS| DAKO, S.EIl dan
ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota, dan didampingi oleh Hj.
KARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

KARTININGSI DAKO, S.EI INDAH ABBAS, S.HI.

ACHMAD SARKOWI, S.HL.

Panitera Pengganti

Hj. KARTINI, S.H.
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Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. ATK :Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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